
POHON KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi ( Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020)

Fenomena / 
Penyebab

Rendahnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lumajang, yakni:
1. IRB Tahun 2018: Angka = - dan Predikat = D
2. IRB Tahun 2019: Angka = 55,96 dan Predikat = CC
3. IRB Tahun 2020: Angka = 56,55 dan Predikat = CC
Sumber: https://ro-organisasi.jatimprov.go.id/dashboard/rb

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah ( Permendagri Nomor 19 Tahun 2020)

2. Opini BPK ( Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Lampiran Halaman 203)

Fenomena / 
Penyebab

Rendahnya capaian IPKD Kabupaten Lumajang, yakni:
1. IPKD Tahun 2018: Nilai = 60,89 dan Predikat = Perlu Perbaikan

2. IPKD Tahun 2019: Nilai = - dan Predikat = -
3. IPKD Tahun 2020: Nilai = 66,61 dan Predikat = Perlu Perbaikan
Sumber: SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/103/KPTS/013/2022 tanggal 7 Februari 2022.
Nilai tertinggi IPKD adalah 79,424 sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020.
Capaian Opini BPK RI terhadap Pemkab Lumajang :
Tahun 2016 : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Tahun 2017 : Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Tahun 2018 : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tahun 2019 : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Tahun 2020 : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Tahun 2021 : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Indikator

1. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 
311 Ayat 2 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 110 Ayat 2)
2. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Perubahan APBD  (Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pasal 317 Ayat 3)
3. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 Pasal 191)
4. Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD (Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Pasal 317 Ayat 4)

Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 

Indikator

Mempertahankan Ketertiban Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jika Pemkab Lumajang Optimal dalam melaksanakan 
tata kelola keuangan daerah secara efekti, efisien, 
transparan dan akuntabel yang digambarkan adalam 
IPKD dan Opini BPK, maka pelaksanaan tata kelola 
keuangan dapat ditingkatkan. 
Elex Sarmigi, Maryanto; (2020); Pengaruh 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good 
Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kerinci; Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam IAIN Kerinci : "Manajemen Keuangan Daerah 
dan Good Governance baik secara parsial maupun 
simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah 
di Kabupaten Kerinci" 

1. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Halaman 37 menyebutkan 
bahwa sub komponen kualitas pengelolaan keuangan pada aspek hasil antara poin 
c menentukan nilai Indeks Reformasi Birokrasi
2. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Halaman 38 pada komponen 
hasil poin a menyebutkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dengan sub 
komponen pada poin a yaitu Opini BPK.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang pengelolaan keuangan 
daerah disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib adalah 
keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti 
administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Sedangkan ketertiban merupakan bagian dari komponen kualitas pengelolaan keuangan daerah.

1. Berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2020 tentang pengukuran indeks 
pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa IPKD adalah satuan ukuran yang 
ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas 
kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel 
dalam periode tertentu. Dan dokumen raperda apbd, lkpd, raperda 
pertanggungjawaban apbd merupakan bagian komponen dari IPKD.
2. Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan 
negara diatur bahwa BPK dalam melaksanakan tugasnya melakukan 3 jenis 
pemeriksaan yaitu, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan 
dengan tujuan tertentu. Dan terkait opini BPK merupakan pernyataan professional 
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 
keuangan yang didasarkan beberapa kriteria yaitu:
1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan 
2) Kecukupan pengungkapan 
3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 
4) Efektifitas pengendalian intern.
Selanjutnya perda apbd lkpd dan pertanggungjawaban apbd merupakan bagian 
informasi keuangan yang menjadi bahan pemeriksaan BPK.
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Fenomena / 
Penyebab

1. Jika penyampaian Raperda APBD tidak tepat waktu maka Kepala Daerah dikenai sanksi administratif 
berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan dan berpotensi mengahambat proses penetapan 
APBD, jika penetapan APBD terlambat maka pengeluaran daerah hanya dibatasi untuk mendanai keperluan 
mendesak.
2. Jika penyampaian Raperda Perubahan APBD tidak tepat waktu berpotensi menghambat proses 

penetapan perubahan APBD. Jika penetapan perubahan APBD terlambat maka tidak dapat mengakomodir 
penggunaan SILPA tahun lalu.
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir dan pemeriksaan laporan keuangan dilakukan 2 (dua) bulan setelah 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahkan kepada BPK. Apabila Pemda terlambat 
menyampaikan LKPD secara langsung akan berpengaruh tehadap proses pemeriksaan oleh BPK sehingga 
berpotensi mempengaruhi opini BPK. Juga akan berpotensi terhadap penyusunan Perada 

Pertanggungjawaban APBD.
4. Jika penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD tidak tepat waktu berpotensi menghambat proses 
penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD. Jika penetapan Perda Pertanggungjawaban APBD terlambat 
berpotensi menghambat proses penyusunan Perubahan APBD. 
Selama beberapa tahun ini Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah tepat waktu dalam penyampaian 
Raperda APBD, Perubahan APBD, Penyampaian LKPD kepada BPK-RI, dan Raperda Pertanggungjawaban 
APBD. Apabila ketepatan waktu tersebut tidak dijaga maka akan berpotensi mengahambat proses 
penetapan APBD, menghambat proses penetapan perubahan APBD, mempengaruhi opini BPK dan juga 

berpotensi terhadap penyusunan Perada Pertanggungjawaban APBD.


